TUGAS AKHIR

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 274 AYAT (1) DAN (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

(Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)

Oleh:

NAUFAL HAMDANI

201810110311155

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023



TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 274 AYAT (1) DAN (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

NAUFAL HAMDANI
NIM: 201810110311155

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2023



LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 274 AYAT (1) DAN (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA
MALANG)

Diajukan Oleh:

NAUFAL HAMDANI
201810110311155

(1

L\
Telah\@l pertahankan di depan Dewan Pengu_u
N \ R
i \Pada Sagtu\ 08 Oktober 2023§
\""’ % 1 i
::* A
e

| @t‘tbd't\ .
x ,\t
=1

§ iembimblﬁg‘um

Cholidah, SH., MH




SKRIPSI

Disusun oleh:

NAUFAL HAMDANI
201810110311155

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 28 Oktober 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si.., M.Hum

Sekretaris  : Cholidah, SH., MH

Pengujil : Nu'man Aunuh, SH,. M.Hum

Penguji II : Kukuh Dwi Kumiawan, SH., S.Sy., M.H \%
p——_




SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NAUFAL HAMDANI
NIM : 201810110311155
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan scbenar-benarnya bahwa :
SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 274 AYAT (1) DAN (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA
MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah
yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di
suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan,
kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam
sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-
unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR
AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta
diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS
ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sébenamya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.




UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Motto :

Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung.

Buat jalanmu sendiri dan tinggalkan jejak.

Vi



ABSTRAKSI

Nama : Naufal Hamdani
NIM :201810110311155
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 274

AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (Studi di Dinas Perhubungan Kota
Malang)

Dosen Pembimbing I: Wasis, S.H., M.Si., M.Hum

Dosen Pembimbing H: Cholidah, SH, MH

Polisi tidur (Speed bump) sebagaimana terdapat didalam UU Permenhub
82/2018 merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan untuk
memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan
dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan
jalan, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) selain Speed Bump pembatas kecepatan
juga dapat berupa Speed Hump dan Speed Table. Pemasangan Speed Bumb
yang tidak sesuai aturan dapat membahayakan dan menimbulkan kerugian,
baik kerugian secara materi yakni kendaraan dapat mudah rusak , mengancam
nyawa pengendara maupun kerugian secara fisik yakni rasa mual akibat
guncangan ketika roda kendaraan melewati polisi tidur. Berdasarkan pasal 274
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, telah mengatur mengenai sanksi bagi
pelaku perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi
jalan dalam hal ini pelaku pembuat polisi tidur illegal secara tegas. Sanksi
pidana disini hanya sanksi ringan yang berupa pelanggaran seperti denda dan
kurungan. Faktor pendukung ialah aturan yang berlaku yakni adanya pasal 274
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur terkait dengan sanksi
pembuatan speed bump secara sembarangan. Faktor penghambatnya yakni
Penegak hukum yang masih kurang tegas dalam menindaklanjuti pembuatan
polisi ~ tidur  sembarangan sangatlah ~ menjadi  kendala ~ dalam
pengimplementasian pasal 274 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 20009.

Kata Kunci: Speed Bump, Fungsi Jalan, Penegakan
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ABSTRACT

Name : Naufal Hamdani

ID Number : 201810110311155

Thesis Title : JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF
ARTICLE 274 PARAGRAPH (1) AND (2) LAW NUMBER 22
OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND
TRANSPORT (Study at the Malang City Transportation
Service)

Advisor | : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum

Advisor 11 : Cholidah, SH, MH

Speed bumps (Speed bumps) as contained in the Minister of Transportation Law
82/2018 are speed limiting devices used to slow down vehicle speed in the form
of raising part of the road body with a certain width and slope which is positioned
transversely to the road body, in the provisions of Article 3 paragraph (2) in
addition to Speed Bump speed limiters can also be Speed Hump and Speed Table.
Installation of Speed Bumbs that do not comply with regulations can be dangerous
and cause losses, both material losses, namely the vehicle can be easily damaged,
threatening the driver's life and physical losses, namely nausea due to shocks
when the vehicle's wheels pass over speed bumps. Based on article 274 of Law
no. 22 of 2009, has regulated sanctions for perpetrators of acts that cause damage
and/or disruption of road function, in this case the perpetrators of illegal speed
bumps. Criminal sanctions here are only light sanctions in the form of violations
such as fines and imprisonment. The supporting factor is the applicable
regulations, namely Article 274 of Law Number 22 of 2009 which regulates
sanctions regarding careless creation of speed bumps. The inhibiting factor is that
law enforcers are still less than firm in following up on making speed bumps
haphazardly, which is an obstacle in implementing article 274 paragraphs (1) and
(2) of Law Number 22 of 20009.

Keywords: Speed Bump, Road Function, Enforcement
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